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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR & TAHUN2010
TENTANG
RETRIBUSI 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daersh dun Retribusi Dacrah serta Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, maka guna memenuhi
kebutuhan biaya penyediaan jasa pelayanan pemberian izin mendinkan bangunan,
perlu diatur ketentuan mengenai pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan;

hahwa berdasarkan perlimbungan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membetuk
Perturan Dacrah tentang Retribusi [zin Mendinikan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l
dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembarsin Negam Nomar 1821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
Undang-Undang Nomeor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara
Rl Tahun 1985 Nomeor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3318);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49.
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomuor 3469);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran
Negara Rl Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara
RI Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3481);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ientang Telckomunikasi (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara RI
MNomor 3881);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana ftelah diubah beberapa kali terakhir denpan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59.
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (l.embaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tenlang Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acam Pidana (Lembaran Negara Rl
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3238);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan
Tanah serta Ruang Udara di sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara RI Tahun
1986 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Nomor 3353);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3538):

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (L.embaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 4737);

Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;

Keputusan Presiden Rl Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pengpgunasan Tanah Bagi
Kawasan Industri ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 (enlang Pedoman
Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan ;

Peératuran Menten Dalam Negen Nomor 1 Tzhun 2007 tentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ;

Peraturan Bersama Menferi Dalarn Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO
/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Bersama Menara Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M72007 tentang Pedoman
Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung :

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang
Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kcbakarun pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan ;

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang
Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan :
Keputusan  Direktur  Jenderal Perumahan dan  Permukiman Nomor
S8/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat
Kebakaran pada Bangunan Gedung;

Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 1999-2009 (Lembaran Daerash Kota
Palembang Tahun 2000 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tahun 2008
MNomor 6);
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Peraturan Dagrah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran
Dacrah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang [zin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerh Kota Palembang Tahun 2010 Nomeor 5).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

e el

10.

11.

Daerah adalih Kota Palembang;

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang ;

Walikota adalah Walikota Palembang ;

Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentok
apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha
lainnya ;

Petugas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tata Kota yang
melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah tugas oleh Kepala Dinas Tata
Kota;

lzin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk
mendirikan bangunan vang ditetapkan oleh Kepala Daerah, meliputi bangunan
gedung, non gedung, menara dan konstruksi reklame ;

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinasn. pengaturan. pengendalian dan pengawasan  atas  Kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan,

Sertifikat Laik Fungsi sclanjutnya disingkat SLT adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu
bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis  sebelum
pemanfaatannya ;
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12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Dacrah

13.

14
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21.

22.
23.

25,

(1)

scbagal pembayaran atas jasa atau pemberian izin terfentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan Pemeriniah Kota untuk kepentingan orang pribadi
alau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan  retribusi  diwgjibkan  untuk  melakukan  pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas wakiu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Kota vang bersanpkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yvang selanjutnya disingkat SSRD adalah buka
pembayaran  atuu  penveloran retribusi  yang telah  dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan denpan cara lain ke Kas Umum
Duerdh melalui tempal pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, vang selanjutnya disingkatr SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menetukan besarnyva jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Sural Ketetapan Reinibusi Daerah Lebih Bayar, vang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau scharmisnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daeruh, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adminisuatil berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar sclanjuinya disingkat SKRDLB
adalah Surat Keputusan vang hurus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik
pokok Retribusi, maupun sanksi administrasj ;

Pembayaran Retribusi Daerah ndalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi
oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau
ketempat lain vang ditunjuk dengan batas waktu vang telah ditentukan :
Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi
Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang
bersungkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi ;

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang ;

Pejubat adalah pegawai yang diberi wgas tertentu dibidang Retribusi Dacrah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pemeriksasn adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objekiif dan profesional
berdasarkan suatu slandar pemerksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerabh  dan/ataun untuk  tujuan lain dalam  rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi dacrah.
Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negen Sipil yang selanjulnya
discbut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membual terang Tindak Pidana dibidang Retrbusi Daermth yang erjadi serla
menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut atas pelayanan pemberian izin untuk
mendirikan bangunan dalam Daerah.
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(2) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :

a. Pembangunan baru.

h. Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perivasan/
pengurangan ;

¢. Pelestarian/pemugaran.

(3) Tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan IMB.

BAB I1I
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4
Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 5
(1) Untuk setiap pemberian TMB dan Plat dikenakan retribusi.

(2) Besamya retribusi IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan scbagai
berikut :
a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru sLx I x 1,00 x HSy
b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunun gedung :Lxlix Tex HSg,
c. Retribusi prasarana bangunan gedung s Vex I x 1,00 x
st
d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :VxIx T x HSp

Keterangan :
L = Luas |laniai bangunan gedung
V = Volume/besaran (dalam satuan m’, m’,unit)
I = Indeks
Iy = Indeks terintegrasi
Ty = Tingkat kerusakan

0.45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSpe = Harga satuan retribusi bangunan gedung
HSgwe = Harga satuan retribusi prasaranan bangunan gedung
1,00 = Indeks pembangunan baru

(3) Indeks Sebagai Faktor Pengali Harga Satuan Retribusi

a. Indeks kegiatan
Indeks kegiatan meliputi kegiatan :
1. Bangunan Gedung
a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00



b.

b) Rehabilitasi/renovasi

1) Rusak sedang, sebesar 0,45
2) Rusak beral, sebesar 0,65
¢) Pelestarian pemugaran
1) Pratama, sehesar 0.65
2) Madya, sebesar 0,45
3) Utama, scbesar 0.30
2. Prasarana bangunan gedung
a) Pembangunan baru scbesar 1,00
b) Rechabilitasi/renovasi
1) Rusak sedang, sebesar 0,45
2) Rusak berat, scbhesar 0,65
Indeks Parameter
1. Bangunan Gedung

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
1) Indeks parametar fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

Indeks 0.05 untuk rumah linggul sederhana, meliputi
rumah inti tumbuh, rumah sederhana sechat, dan rumah
deret sederhana.

Indeks 0,50 untuk fingsi hunian sclain rumah tinggal
tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.

(b) Fungsi keagamaan, sebesar (0,00
(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
{d) Fungsi sosial dan budaya, scbesar 0,00 dan 1,00

-

Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara,
meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif,
legislatif, dan judikatif.

Indeks 1.00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan
budaya selain bangunan gedung milik Negara.

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4.0(

2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot
masing-masing terhadap bobot scluruh parameter kiasifikasi
ditetapkan sebagai berikut:

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan
tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

- Sederhana 0,40
- Tidak sederhana 0,70
- Khusus 1,00
(b) Tingkat permanensi dean bobat 0,20:
- Darurat 0,40
- Semi Permanen 0,70
- Permanen 1,00
(c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15:
-  Rendah 0.40
- Sedang 0,70
- Tinggi 1.00

{d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:

Zona 1/ minor 0,10
Zona 11 / minor 0.20
Zona Il / sedang 0,40
Zona [V / sedang 0,50
Zona V/kuat 070
Zona VI /kuat 1,00
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(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan

bobot 0,10:

- Rendah 0,40 (1 lamtai - 4 lantai)
- Sedang 0,70 (5 lantai — 8 lantai)
- Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)

(f) Ketinggian  bangunan gedung  berdasarkan  jumlah
lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
- Rendah 0,40
- Sedang 0,70
- Tinggi 1,00
(g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
- Negara, yayasan 0.40
- Perorangan 0,70
- Badanusaha 1,00

3) Indeks parameter wakiu penggunaan bangunan gedung
ditetapkan untuk:

(a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara
jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan
gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sehesar
0,40,

(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara
jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan
gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70.

(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3
(tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyck, diberi indeks
sehesar 1,00.

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basemenr). di
atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.
Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan
indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks
terinfegrasi,

2. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tungeal sederhana
meliputi rumsah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret
sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung
kantor milik Negara ditetapkan 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung
dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga
Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

(4) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

No Luas Tanah Biaya Ukur Biaya Blanko
I | Kurang dari 100 m® Rp  10.000- Rp 5.000,-
2 | 101 m® &/d 200 m* Rp  15.000.- Rp 5.000.-
3 | 201 m*s/d 300 m® Rp  20.000.- Rp 5.000,-
4 | 301 m*s/d 400 m’ Rp  25.000,- Rp 5.000,-
5 | 401 m*s/d 500 m® Rp  30.000.- Rp 5.000.-
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6 [501 m’</d 1000 m’ Rp  40.000,- Rp 5.000.-

7 | 1001 m* ¥d 2000 m® Rp  50.000- Rp 5.000,-

8§ | 2001 m® ¥/d 3000 m” Rp  75.000.- Rp 5.000.-

9 | 3001 m® s/d 4000 m® Rp  100.000,- Rp 5.000.-

10 | 4001 m? /d 5000 m* Rp  125.000- Rp 5.000,-

11| 5001 m® /d 10000 m’ Rp  300.000.- Rp 5.000,-

12 | Lebih dari 10.000 m® ditetapkan penambahan berdasarkan nomor urut
tersebut di atas.

13 Pengukuran dengan waterpas tiap | Km/panjang Rp 300.000.- (tiga ratus
ribu rupiah).

14 | Pengukuran provil melintang dan memanjang Rp 500.000.- (lima ratus
ribu rupiah).

15 | Pengukuran trancer/garis tinggi setiap 100 m’ Rp 35.000.- (lima ribu
rupiah).

16 | Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah sampai dengan 10.000 m*
Rp 5.000- (lima ribu rupiah) per lembar.

17 | Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah 10,001 m’

s.d. 50.000 m” Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per lembar,
18 | Pencetakan peta skala 1 @ 1000 untuk luas tanah 50.001 m’

19

s.d. 100,000 m* Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar.

Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah lebih dari 100.000 m”
berluku kelipatan sesuai nomor tersebut di atas,

BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan
Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atas seluruh biaya
penyelengaraan pemberian izin yang bersangkutan.,

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.



Pasal 7
(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjavan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi schagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

BAB V]

TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Tolok ukur penggunaan jasa adalah berdasarkan pada:

Luas Bangunan ;

Indeks Terintegrasi ;

Harga satuan retribusi bangunan gedung;

Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung;
Indeks pembangunan baru
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BAB V11
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

(1) Struktur besamya harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan
retribusi prasarana bangunan gedung terhadap pemberian IMB dan Plat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan berdasarkan klasifikasi
pemberian IMB.

(2) Harga satvan retribusi bangunan gedung ditetapkan scbesar Rp.48.000,-/m?,
sedangkan harga satuan retribusi sarana bangunan gedung diletapkan sebagai

berikut :

a. Papar dan GAPUIR iivessisssscaessmsmissesssess Rp. 16.000,~/prazarana/m’.
b. Rumah Jaga, ATM, Gen Set ......cociimmmnnnnnac, Rp. 48.000,-/prasarana/m?.
C. Menara atan TOWET ...ouvcemsmssnsmmsnasmsarsesencsres Rp.1000.000,-/m,

d. PasConblok-siisiannnmmninenmsmpnn Rp.  2.000,~/prasarana/m’.

Pasal 10

Penetapan Retribusi pemberian TMB hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap
penerbitan IMB.

BARIX
WILAYAII PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas
yang diberikan.
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BAB VI1II

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 12
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

Retribusi yang terutang dilunasi pada saal diterbitkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan,

Tala cara pembayaran, penyeloran, tempat pembayaran angsuran dan
penundaan pembayaran diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PEMUNGUTAN RESTRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13
Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atan dokumen lain yang
dipersamakan.

Hasil pungutan retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas
Umum Daerah.

Tala cara pelaksanaan pungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota,
Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 14
Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi dintamakan untuk
mendanai  kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 15

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atou
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secaru tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.
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Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecunli jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di [uvar
kekunsaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan vang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagiban Retribusi.

Pasal 16

Walikota dalam janpka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan olch Walikota.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berups menerima scluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang digjukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 17

Jika pengajuan keberatun dikabulkan scbagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

Pemberian pengurangan, Keringanan dan pembcebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Walikota.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.
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Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan atan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi  schagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayuran retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Walikota memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X1
PENAGIHAN
Pasal 20

Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dengan
didahului Surat Teguran.

Pengeluaran Surat Teguran scbagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi  dikcluarkan segera setelah 7 (tujuh) han sejak jatuh tempo
pembayaran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksnd pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dani Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.
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Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihining sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebul.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
tmasih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepadas Pemerintah
Kota.

Pengakuan utang retribusi sccara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sehagaimana dimaksud pada ayal (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota,

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan retribusi.

Waijib retribusi vang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atay meminjamkan buku atau catatan, dokumen
vang menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
abjek retribusi yang terulang.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki (empal alau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
dan/atau

¢. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur
dengan Peraturan Walikota.
BAB XV1
SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau Kurang
membayar, dikenakan sanksi administras: berupa bunga 2 % (dua persen) setiap
hulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
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BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kotz diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Dacrah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang HHukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawni Negeri
Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh
Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketenluan peraturan perundang-
undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti kelerangan atan laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersehut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan temtanp kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan
dengan tindak pidana Retribusi Dacrah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
schubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan lindak
pidana di bidang Retribusi Dacrah ;

e. melakukan pengegeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga shli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah :

g. menyuruh berhenti danfatau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atsu tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah

i. memanggil orang untuk didengar Keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

. meclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan lindak
pidana di bidang Retribusi Duerah sesuai dengan kelenluan peraturan
perundang-undangan.

el

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI1lI

KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi tenutang yang tidak
atau kurang bayar.
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
PENUTUP
Pasal 27

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 32) beserta
peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

(1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan
Retribus Daerah.

(2) Dinas Tata Kota sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Dacrah ini.
(3) Hal-hal yang bersifal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan

Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Walikola.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangoal diundangkan.

Agar sctiap orang mengelzhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang,

Ditetapkan di Palembang
padatangeal 16 Adustus 2010
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